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PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

HONORARIUM KOMISI PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1)
dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun
2015 tentang Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Honorarium Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak
Daerah;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5606),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi
Bali Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah
(Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2015
Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM
KOMISI PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud
dengan:

1

2.
3.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi
Bali.

Gubernur adalah Gubernur Bali.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak adalah Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah
yang selanjutnya disebut KPPAD adalah lembaga
yang bersifat independen yang berkedudukan di
daerah, mempunyai tugas untuk meningkatkan
efektifitas pengawasan penyelenggaraan
perlindungan anak di daerah.

Honorarium adalah upah berupa uang sebagai
imbalan jasa yang diberikan kepada
pejabat/pegawai/orang yang bertugas untuk
melaksanakan penatausahaan keuangan daerah
dan/atau kegaiatan pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

BAB 11
BESARAN HONORARIUM

Pasal 2

Besaran honorarium yang diberikan kepada KPPAD
sebagai berikut:

No Jabatan Satuan Besaran
Honorarium
(Rp)

1. | Ketua merangkap | Orang/bulan | 5.500.000,-
anggota

2. | Wakil Ketua | Orang/bulan | 5.250.000,-
merangkap anggota

3. | Anggota Orang/bulan | 5.000.000,-




BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 3
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber dana
lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Juni 2016

GUBERNUR BALI,
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MADE MANGKU PASTIKA/ Vi

‘Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
ttd
COKORDA NGURAH PEMAYUN (¢

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 42





